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ABSTRAK

Nama : M. Rahmi Husen

NIM :201610450111011

Program : Doktor Sosiologi Universitas Muhammadiyah Malang

Judul : Jaringan Relasi Kuasa Politik Identitas Berbasis Modal Simbolik (Studi

Kasus Pemilukada Tahun 2020 di Kabupaten Halmahera Selatan dan
Kabupaten Kepulauan Sula Provinsi Maluku Utara)

Relasi kuasa dengan penerapan jaringan politik identitas berbasis modal simbolik dalam
setiap proses politik lokal (Maluku Utara) begitu kental. Ini dapat dicermati dari dinamika
politik lokal yang tak pernah usai. Aktor lokal yang memiliki jejaring dan relasi kuasa, baik
ke pusat maupun ke partai politik kerap mendominasi pengaruhnya hingga ke institusi
birokrasi. Pasca pemekaran wilayah kabupaten/kota di Maluku Utara, hadir elit-elit lokal
yang tampil secara mengejutkan, Ahmad Hidayat Mus (AHM), dan Abd. Gani Kasuba
(AGK) merupakan aktor lokal sentral memiliki kekuatan modal simbolik dan politik yang
mampu merubah menjadi politik identitas. Dengan track record dalam kepemimpinan politik
sama sekali kurang terdengar, AHM dan AGK tiba-tiba melenting ke gelanggang politik
lokal hingga panggung ke politik nasional. Modal sosial yang telah mereka miliki,
dikumpulkan, dirawat, dan dikembangkan menjadi basis politik identitas. Politik identitas
pun ramai ditanamkan, dikuatkan yang secara tak langsung berpotensi mengecilkan dan
bahkan menghilangkan identitas lain yang hidup di tengah masyarakat. Politik identitas etnis
di Maluku Utara selalu diproduksi untuk meraih dukungan politik dari kelompok etnisnya.
Tampilnya kekuatan identitas etnis pada pilkada Maluku Utara perlahan-lahan menggeser
kekuatan elit (kesultanan dan birokrat) yang selama ini sudah sangat dominan.

Sedangkan untuk relasi kuasa penulis menggunakan Teori Relasi Kuasa menurut
Foucault, tidak dipahami dalam konteks pemilikan oleh suatu kelompok institusional sebagai
suatu mekanisme yang memastikan ketundukan warga negara terhadap negara. Kekuasaan
juga bukan mekanisme dominasi sebagai bentuk kekuasaan terhadap yang lain dalam relasi
yang mendominasi dengan yang didominasi atau yang powerfull dengan powerless.
Kekuasaan bukan seperti halnya bentuk kedaulatan suatu negara atau institusi hukum yang
mengandaikan dominasi atau penguasaan secara eksternal terhadap individu atau kelompok.

Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif (deskriptif) yang memusatkan
pada studi kasus, dilakukan penggalian berbagai sumber yang menjadi pertanyaan pada
lokasi penelitian. Hasil pertanyaan penelitian yang ditemukan lalu dieksplorasi dan dikaji
untuk menemukan "benang merah" tentang politik identitas (berbasis etnis dan
marga/keluarga) yang terjadi di Maluku Utara. Obyek penelitian dipusatkan pada Kabupaten
Kepulauan Sula dan Kabupaten Halmahera Selatan, yang memang secara realitas memiliki
dinamika politik yang sulit diprediksi.

Hasil studi di lapangan menemukan bahwa politik identitas bermain secara dinamis
dan menyesap jauh dan bekerja pada berbagai institusi dengan memanfaatkan modal sosial
(jaringan, norma-norma, kepercayaan) serta modal simbolik yang dimiliki aktor lokal.
Dengan aktivitas yang dilakukan aktor lokal, politik identitas, terutama etnis dan marga di
Maluku Utara masih menjadi basis kuat dalam meraih kekuasaan yang ada.

Kata Kunci : Relasi Kuasa, Modal Simbolik, Politik Identitas
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ABSTRACT

Name : M. Rahmi Husen

NIM :201610450111011

Program : Doktor Sosiologi Universits Muhammadiyah Malang

Title : Simbolic Capital-Based Identity Political Power Relations Network

(Case Study of the 2020 Regional Head Election in South Halmahera
Regency and Sula Island Regency, North Maluku Province)

The power relationship with the application of simbolic capital-based identity politics
networks in every local political process (North Maluku) is very strong. This can be observed
from the never ending dynamics of local politics. Local actors who have networks and power
relations, both to the center and to political parties, often dominate their influence to
bureaucratic institutions. After the division of districts/cities in North Maluku, local elites
appeared surprisingly, Ahmad Hidayat Mus (AHM), and Abd. Gani Kasuba (AGK) is a
central local actor who has the power of simbolic and political capital that is able to turn it
into identity politics. With a track record in political leadership that is completely unheard
of, AHM and AGK suddenly bounced off the local political arena to the stage of national
politics. The social capital they already have, is collected, cared for, and developed becomes
the basis of identity politics. Identity politics is also being implanted, strengthened, which
indirectly has the potential to reduce and even eliminate other identities that live in society.
Ethnic identity politics in North Maluku has always been produced to gain political support
from the ethnic group. The emergence of the power of ethnic identity in the elections of North
Maluku slowly shifted the power of the elite (the sultanate and bureaucrats) which had been
so dominant.

Meanwhile, for power relations, the author uses the Power Relations Theory according to
Foucault, it is not understood in the context of ownership by an institutional group as a
mechanism that ensures citizens' submission to the state. Power is also not a mechanism of
domination as a form of power over others in a relationship between the dominating and the
dominated or the powerful and the powerless. Power is not like the form of sovereignty of a
state or legal institution which presupposes external domination or control over individuals
or groups.

By using qualitative (descriptive) research methods that focus on case studies, various
sources of questions were explored at the research site. The results of the research questions
that were found were then explored and studied to find a "common thread" about identity
politics (based on ethnicity and clan/family) that occurred in North Maluku. The research
object is focused on the Kabupaten Kepulauan Sula and Kabupaten Halmahera Selatan,
which in reality have political dynamics that are difficult to predict.

The results of the field study found that identity politics plays dynamically and takes a deep
breath and works in various institutions by utilizing social capital (networks, norms, trust) as
well as simbolic capital owned by local actors. With the activities carried out by local actors,
identity politics, especially ethnicity and clans in North Maluku is still a strong basis for
gaining existing power.[|

Keywords: Power Relations, Simbolic Capital, Identity Politics
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Lampiran

A. Relasi Kuasa dan Politik Identitas di Kabupaten Kepulauan Sula

Keterangan :

Hendrata Tess merupakan Bupati Kepulauan Sula (Periode 2014-2019)
memenangkan Pilkada Tahun 2014, pernah memimpin DPD Partai Demokrat
Provinsi Maluku Utara, dan mencalonkan kembali pada Pilkada Kabupaten
Kepulauan Sula tahun 2020, tetapi dikalahkan Fifian Adiningsih Mus.

Keterangan :
Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula pada Pilkada

Tahun 2020 lalu. Dari kiri ke kanan : Pasangan Nomor 1 Hendra Tess dan Umar
Umabaihi, Pasangan Nomor 2 Zulfahri Abdullah dan Ismail Umasugi, dan Pasangan
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Nomor 3 Fifian Adningsih Mus dan M. Saleh Marasabessy. Yang kemudian
dimenangkan Pasangan Nomor Urut 3 Fifian Adiningsih Mus dan M. Saleh
Marasabessy.

Keterangan :
Pemberitaan melalui media online tentang keinginan Ahmad Hidayat Mus (Kakak

Kandung Fifian Adningsih Mus, Bupati Kabupaten Kepulauan Sula yang terpilih
pada Pilkada 2020 di Sula) untuk maju (yang ketiga kalinya sebagai Calon Gubernur
Maluku Utara, yang digadang-gadang Partai Golkar. DPD Partai Golkar Maluku
Utara dipimpin Alien Mus (anggota DPR-RI, Fraksi Golkar, adik kandung Ahmad

Hidayat Mus).
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B. Relasi Kuasa dan Politik Identitas di Kabupaten Halmahera Selatan

Dr. Muhammad Kasuba Bahrain Kasuba
Keterangan :

Dr. Muhammad Kasuba merupakan tokoh PKS yang pernah memimpin Kabupaten
Halmahera Selatan selama dua periode (2005-2010 dan 2010-2015). Muhammad
Kasuba merupakan adik kandung dari Abdul Gani Kasuba (Gubernur Maluku Utara
dua periode, yakni Periode 2014-2019 dan Periode 2019-2023). Sementara Bahrain
Kasuba pernah menjadi Bupati Halmahera Selatan Periode 2009-2014) Ia merupakan
keponakan Abdul Gani Kasuba (Gubernur Maluku Utara) dan Dr. Muhammad
Kasuba (Mantan Bupati Halmahera Selatan dua Periode)
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Keterangan :

Untuk Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan yang terpilih dalam
Pilkada Kabupaten Halmahera Selatan tahun 2020 adalah Usman Sidik dan Bassam
Kasuba. Bassam Kasuba merupakan anak kandung Dr. Muhammad Kasuba (Mantan
Bupati Kabupaten Halmahera Selatan dua periode).

Keterangan :

Beredar di hampir semua kabupaten/kota se-Maluku Utara baliho dalam ukuran besar
menampilkan Dr. H. M. Thariq Kasuba, Lc sebagai calon Gubernur Maluku Utara.
Tharig Kasuba merupakan anak kandung Abdul Gani Kasuba (Gubernur Maluku
Utara) dan keponakan Dr. Muhammad Kasuba. Di media online, pernyataan Thariq
Kasuba beredar untuk siap maju sebagai Calon Gubernur Maluku Utara.
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Keterangan :

Pemberitaan media cetak Malut Post (Senin, 12 Desember 2022) menjadi headline
tentang tarung berebut kekuasaan di lingkungan keluarga Kasuba.
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Harian Malut Post (Senin, 10
April 2023) menurunkan
headline berita yang menyita
perhatian masyarakat Maluku
Utara, tentang trah Mus-
Kasuba dalam persoalan politik
tahun 2024 di Maluku Utara.
AHM (Ahmad Hidayat Mus)
yang telah mendapat “mandat”
dari Ketua Umum DPP Golkar
Airlangga Hartarto untuk
pemenangan Partai Golkar,
mulai melakukan sosialisasi ke
berbagai daerah di Maluku
Utara.
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